
 

 

BAB I 

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS 

 

 

A. Latar Belakang 

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk 

keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin 

adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan 

sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
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Dalam kaidah Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia menjamin 

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1). Sebagaimana telah 

ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga 

negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam 

undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat 

demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara 

dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang 

lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan 

seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang 

mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. 
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Pada masa sekarang ini, telah pesatnya perkembangan teknolgi, serta 

banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat melalui 

media cetak maupun media elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 

Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, 

jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi 

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 

mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, 

ketertiban umum, dan kepastian hukum.  

Saat ini banyak pelanggaran terjadi ataupun dilakukan seseorang tanpa 

mengenal usia, jenis kelamin, dan tempat atau wadah sebagai media tempat 

kejadian perkara. Pada masa sekarang ini salah satu tindak pidana yang umum 

dilakukan oleh masyarakat adalah pencemaran nama baik melalui media 



 

 

elektronik atau yang biasa disebut dengan media internet atau media online. 

Tindak pidana pecemaran nama baik ini telah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada BAB XVI tentang Penghinaan pada 

Pasal 310 ayat 1, 2, dan 3. Namun dikarenakan pencemaran nama baik dilakukan 

melaui media internet maka tindak pidana tersebut bersinggungan dengan 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam penjatuhan 

hukumannya juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Dewasa ini banyak ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) salah satunya 

menyangkut mengenai pencemaran nama baik. Disini penulis menemukan salah 

satu tentang kasus Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Pariaman. Pencemaran 

Nama Baik diatur dalam Pasal 310 dalam Bab XVI KUHP, Pasal 310 

menyatakan.
2
  

1. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud 

yang nyataakan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan 

hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.4.500,--. 

2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 

dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu 

dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-

lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.4.500,--. 

3. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa 

sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran 

terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. 
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Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana 

harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan 

yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang 

banyak).” Perbeuatan tertentu dimaksud, tak terbatas pada perbuatan yang 

dilarang hukum, artinya perbuatan apapun dapat menjadi tuduhan. 

Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan 

tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/menghina 

dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. 

Tindak pidana penghinaan lisan, tulisan maupun fitnah, sebagaiman diuraikan 

diatas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, 

yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah delik aduan. Sedangkan objek 

dari penghinaan tersbut harus manusia perseorangan, maksudnya pemerintah, 

suatu perkumpulan, golongan masyarakat dan lain-lain.Penghinaan menurut 

Pasal 310 ayat (3) KUHP tidak dapat dihukum apabila tuduhan atau penghinaan 

itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk 

“membela diri”. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

juga mengatur tentang pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 45 ayat 

(3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 



 

 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah)”. 

 

Dalam kasus yang telah ditangani di Pengadilan Negeri Pariaman salah 

satunya yakni, kasus ujaran kebencian atau dalam bahasa hukum dikenal dengan 

istilah pencemaran nama baik atau dalam KUHP disebut dengan delik 

penghinaan. Dalam kasus terbsebut dimana posisi kasus dimulai dengan adanya 

salah satu tindakan salah seorang pengguna media sosial di dalam wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Pariaman melakukan delik penghinaan dalam muatan 

media sosial dimana sang jurnalis tersebut menyampaikan ujaran kebencian atas 

dasar kekecewaanya terhadap kebijakan pemerintah dalam pengalokasian tenaga 

kesehatan medis di daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan banyaknya pasien 

terlantar dan tidak dapat ditangani oleh rumah sakit tersebut. Dalam prosedural 

hukumnya jaksa hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seharusnya jaksa tersebut 

menjunctokan dengan Pasal 310 KUHP, karena Undang-Undang ITE merupakan 

genus dari Pasal 310 tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada dakwaannya sebagai 

berikut: 

“Perbuatan terdakwa  merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” 

  

Mengacu kepada dakwaan tersebut maka tuntutan yang diajukan jaksa 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membbuat dapat diaksesnya informasi 



 

 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan 

melanggar Pasa 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik. 

2. Menjatuhkan pdana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 

(sepuluh) bulan. 

3. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) unit Handphone merl coolpad warna putih IMEI1 

860203039222665 dan IMEI2 860203039472666 

- 1 (satu) buah akun facebook yang dieksport dalam bentuk 

CD,berikut 1 bundle print outnyaa,Terlampir dalam bekar 

perkara. 

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.5000,00 (lima ribu rupiah). 

 

Mengacu pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut maka 

hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa dengan inisial terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penajara selama 6 (enam) bulan; 

3. Menetapkan bahwa pidana terhadap terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali 

berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 

Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum 

berakhirnya massa percobaan selama 1 (satu) tahun; 

4. Memerintahkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) unit handphone merek coolpad warna putih IMEI1 

860203039222 

Dirampas untuk dimusnahkan 

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama dengan url 

https:/www.facebook.com/ikhlas.Darma.M yang dieksport ke 

dalam bentuk CD, berikut 1 bundle print outnya; 

Terlampir dalam berkas perkara; 

5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) 

 

Berdasarkan uraian kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 



 

 

pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor kasus 

13/PID.SUS/2019/PNPMN. Penulis tertarik untuk mengetahui apakah dasar dari 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, sehingga 

hakim menjatuhkan putusan pidana percobaan terhadap. Pada kasus ini  penulis 

menilai bahwa terdakwa bukanlah melakukan suatu tindak pidana dari dakwaan 

yang ditujukan padanya karena mengacu pasal 310 KHUP ayat (3) dengan jelas 

menyatakan bahwa 

“Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata 

bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau 

lantaran terpaksa untuk perlu mempertahankan dirinya sendiri”  

 

Berdasarkan pada pasal 310 KUHP ayat (3) tersebut penulis menilai 

tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah demi 

kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Maka dari itu penulis tertarik 

untuk membuat penelitian yang berjudul ”ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENECEMARAN NAMA 

BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Pariaman Nomor 13/PID.SUS/2019/PNPMN)” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 

13/Pid.Sus/2019/PN Pmn tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik? 



 

 

2. Bagaimanakah Bentuk Pidana Percobaan yang Dijatuhkan Oleh Hakim 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan 

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang di atas, maka yang menjadi 

tujuan dalam usulan pembuatan ini: 

1. Untuk mengetahui apakah pasal yang digunakan oleh jaksa sudah tepat pada 

kasus tersebut 

2. Untuk menganalisis putusan hakim nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn serta 

mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

percobaan penjara yang dilakukan oleh terdakwa 

3. Untuk mengtehaui apakah putusan percobaan pidana yang dijatuhkan oleh 

hakim sudah tepat 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa 

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi 

peneliti pada khususnya terhadap pertimbangan Hakim dalam 



 

 

melakukan penjatuhan putusan  kejahatan terhadap pencemaran nama 

baik. 

c. Dapat dijadikan acuan atau referansi untuk penelitan berikutnya. 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Adanya telaah mengenai adanya pertimbangan hakim terhadap 

penjatuhan putusan kejahatan pencemaran nama baik dalam proses 

peradilan pidana di Indonesia. 

b. Adanya sumbangan pikiran mengenai perlunya konsekuensi yang pasti 

terhadap kejahatan pencemaran nama baik. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pertimbangan Hakim 

a. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 

hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 



 

 

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim 

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
3
 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum 

antara para pihak.
4
 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut :  

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 
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menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
5
 

b. Dasar Pertimbangan Hakim  

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam 

tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 

hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum 

melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian 

hukum. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 

1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 

48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 

24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-

undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia.
6
 Kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian 
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bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak 

kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam 

Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang 

yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya 

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) 

menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

mahkamah konstitusi.
7
 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 

memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. 

Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam 

menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini 

tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. 

Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): 

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang”.
8
 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 
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menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.  

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak 

boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan 

kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 

jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa 

dan mengadilinya.  

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan 

pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat,” 

2. Putusan Hakim 

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam 

persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan 

Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu 

perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. 



 

 

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu 

merupakan:  

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui 

proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan 

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan 

perkara.
9
  

 

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, 

yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap 

peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian 

lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari 

surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan 

Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim 

yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.  

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:  

a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-

dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari 

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 

yang dijadikan dasar untuk mengadili.  

b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim 

yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.  
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c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-

berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan 

panitera.  

 

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga 

macam putusan yaitu:  

a. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)  

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan 

kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa 

atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti 

sacara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat 

(1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah 

tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 

dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.  

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari 

segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi 

asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari 

pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan 

kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang 

tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas 

batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut 

ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang 



 

 

terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah.
10

 

b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum  

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang 

setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 

tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP)  

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 

191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:  

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan 

kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala 

tuntutan”.  

 

 

c. Putusan yang Mengandung Pemidanaan  

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada 

terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang 

didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).  

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:  

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana”. 

 

3. Pencemaran Nama Baik 
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Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan 

tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara 

yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan 

berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui bahwa 

kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, 

kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang 

harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai 

dasar dari tegaknya pilar demokrasi. 

Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat 

menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. 

Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. Pencemaran nama baik 

merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah 

yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang 

mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan 

sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat 

dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas 

karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik 

atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang 

untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya 

dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang 

berat.  

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal 

pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya 



 

 

masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata 

masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai 

anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti 

melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan 

seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang 

kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada 

tempat perbuatan tersebut dilakukan.
11

 

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus 

ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan 

merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak 

yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa 

seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada 

tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.
12

  

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang 

perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik 

seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian 

yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum 

dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan 

dan konteks perbuatannya.
13
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Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada 

dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan 

dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan 

nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan 

berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang 

nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat 

tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau 

nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah 

melakukan penghinaan. 

4. Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu 

tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah 

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik 

itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa 

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul 

dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
14

 

Pelaku tindak pencemaran nama baik adalah orang yang dengan 

sengaja menyrang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan  

sesuatu hal yang  maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.  
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5. Media Sosial 

 

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang 

memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk 

berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam 

menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta 

merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan 

masyarakatyang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada 

fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam 

kehidupan setiap individu.  

Seperti yang dikemukakan oleh Henderi, bahwa pengertian media 

sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi 

setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi public dalam 

sistem terbatasi, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan 

melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain 

dengan suatu system.
15

 Sedangkan menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller 

media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, 

gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan 

sebaliknya.
16

 

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk 

membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post 
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di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat 

direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak 

harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk 

memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri 

yang menarik dan dilihat banyak orang 
17

 

F. Metode Penelitian 

Dalam usaha memcahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu 

adanya metode pelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada 

beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain: 

1. Metode Pendekatan masalah 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan 

skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitan Yuridis Normatif atau 

yang sering dikenal dengan istilah legal research merupakan penelitian 

yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi 

hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah 

hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum in 

concreto.
18

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitan yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan 
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dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori 

hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di 

atas.
19

 

3. Jenis Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi dan peraturan perundang-undangan.
20

  

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh 

data sekunder tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.
21

 Indonesia sebagai negara 

yang menganut sistem hukum civil law bahan hukum primernya 

adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum 
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primer negara yang menganut sistem common law adalah putusan 

peradilan atau yurisprudensi.
22

  

Namun hal tersebut tidak membatasi putusan dapat menjadi 

bahan hukum primer dalam suatu penelitian hukum di Indonesia. 

Putusan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini 

adalah putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PMN dan bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer 

atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
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hukum primer.
23

 Contoh dari bahan hukum sekunder yaitu hasil 

penelitian hukum, jurnal-jurnal, data dari internet yang 

berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang 

memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.
24

 Contoh bahan hukum 

tersier seperti kamus Indonesia, kamus Belanda, dan kamus 

hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Studi 

dokumen atau kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dapat 

berdiri sendiri sehingga suatu penelitian dapat dilaksanakan hanya dengan 

alat pengumpulan data berua studi dokumen atau studi kepustakaan.
25

 

5. Pengolahan Data dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang 

tersusun secara sistematis melalui proses editing atau merapikan 

kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang 
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sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh 

suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode 

bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah 

pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut 

meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum 

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum 

yang menjadi objek penelitian.
26
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